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Abstrak
 

Perbuatan hukum dengan tujuan peralihan hak atas tanah salah satunya dapat dilakukan melalui jual beli

yang kemudian dibuatkan akta autentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang untuk

dilakukan peralihan kepada pemegang hak baru sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24

tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun dalam kenyataannya, terdapat Akta Jual Beli (AJB) dengan

tujuan peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang sebagaimana ditemukan dalam

kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1869K/PDT/2022. Permasalahan utama yang diangkat dalam

penelitian ini adalah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam proses pembuatan AJB dengan

tujuan peralihan hak atas tanah yang kemudian dilakukan peralihan kepada pemegang hak baru. Untuk dapat

memberikan penjelasan ekstensif terkait permasalahan utama tersebut maka dilakukan analisis tentang

akibat hukum terhadap AJB peralihan hak atas tanah yang dibuat secara melawan hukum. Selain itu juga

mengenai tanggung jawab PPAT yang melakukan pelanggaran terhadap prosedur dalam pembuatan AJB

peralihan hak atas tanah. Data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen pada penelitian doktrinal

ini adalah berupa bahan-bahan hukum yang diperkuat dengan wawancara kepada narasumber dan kemudian

dilakukan analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa meskipun terdapat

perbedaan akibat hukum dari AJB yang diteliti seharusnya kedua AJB tersebut tidak dapat dilakukan

peralihan kepada pemegang hak baru karena tidak memenuhi persyaratan formil pembuatan AJB yakni

dilakukan di hadapan PPAT yang berwenang dan PPAT yang melakukan pelanggaran terhadap prosedur

pembuatan AJB hak atas tanah diberikan sanksi baik secara administratif dengan pemberhentian secara tidak

hormat, perdata dengan gugatan ganti rugi dan bahkan berpotensi diberikan sanksi pidana apabila memenuhi

unsur-unsur dalam Pasal 264 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

......One of the legal actions to transfer land rights can be carried out through sale and purchase, which is

then made an authentic deed by a Land Deed Official (PPAT) authorized to transfer to the new right holder

by the Government Regulation Number 24 of 1997 regarding Land Registration. However, in reality, there

are Land Title Deeds made by unauthorized parties as found in the case of Supreme Court Decision Number

1869K/PDT/2022. The main problem discussed in this thesis is related to the tort of law in the process of

making AJB in order to transfer land rights to new rights holders. To be able to provide an extensive

explanation related to the main problem, an analysis is carried out on the legal consequencesof the Land

Title Deed for the transfer of land rights made against the law In addition, it is also about the responsibility

of the PPAT who violates the procedure in making AJB for the transfer of land rights. Secondary data

obtained through document studies in this doctrinal research is in the form of legal materials reinforced by

interviews with sources and then analyzed qualitatively. From the results of the research, it can be explained

that although there are differences in the legal consequences of the AJBs studied, the two AJBs should not
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be transferred to the new right holder because they do not fulfill the formal requirements for making AJBs,

which are carried out in the presence of an authorized PPAT and PPATs who violate the procedures for

making AJBs of land rights are given sanctions both administratively with dishonorable dismissal, civil with

compensation claims and even potentially criminal sanctions if they meet the elements in Articles 264 and

266 of the Criminal Code.</p><p> </p>


